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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 92/PMK.03/2020 

TENTANG 

KRITERIA DAN/ATAU RINCIAN JASA KEAGAMAAN 

YANG TIDAK DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang 

Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 

Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 

2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 

Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Kriteria 

dan/atau Rincian Jasa Keagamaan yang Tidak Dikenai Pajak 

Pertambahan Nilai; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 
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atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3264) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 150, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5069); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 

tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 

Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 

Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5271); 

5. Peraturan  Presiden  Nomor  57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
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Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG KRITERIA 

DAN/ATAU RINCIAN JASA KEAGAMAAN YANG TIDAK 

DIKENAI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI. 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan: 

1. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai adalah 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 

Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 

Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan 

atas Barang Mewah. 

2. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dipungut 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

3. Jasa Kena Pajak adalah jasa yang dikenai pajak 

berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. 

4. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah 

penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang agama dengan pengelolaan, pembiayaan, dan 

pelayanan yang bersifat umum. 

5. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah 

penyelenggaraan ibadah haji yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara ibadah haji khusus dengan pengelolaan, 

pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus. 

6. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah adalah 

rangkaian kegiatan perjalanan ibadah umrah di luar 

musim haji yang meliputi pembinaan, pelayanan, dan 

perlindungan jemaah, yang dilaksanakan oleh 
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pemerintah dan/atau penyelenggara perjalanan ibadah 

umrah. 

7. Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, 

Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain 

yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak 

yang terutang. 

 

Pasal 2 

Jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan termasuk jenis 

jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai 

 

Pasal 3 

Jasa tertentu dalam kelompok jasa keagamaan yang tidak 

dikenai Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 2 meliputi: 

a. jasa pelayanan rumah ibadah; 

b. jasa pemberian khotbah atau dakwah; 

c. jasa penyelenggaraan kegiatan keagamaan; dan 

d. jasa lainnya di bidang keagamaan. 

 

Pasal 4 

(1) Jasa lainnya di bidang keagamaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi:  

a. jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan 

oleh pemerintah; dan 

b. jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan 

oleh biro perjalanan wisata. 

(2) Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh 

pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a 

meliputi: 

a. jasa Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler; dan 

b. jasa Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, 

ke Kota Makkah dan Kota Madinah. 

(3) Jasa penyelenggaraan perjalanan ibadah keagamaan oleh 

biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) huruf b meliputi: 
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